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AN RAHMAT TUHAAN YANG MAHA EESA 
 
 

GUBERNUR  MALUKU, 

a. bahwa sehub

yang tidak s

umum APBD

pergeseran 

kegiatan dan 

menyebabkan

sebelumnya 

pembiayaan d

dilakukan peru

bungan dengan 

esuai dengan as

D, keadaan yang

antar unit orga

antar jenis belanja

n sisa lebih ta

harus digun

dalam tahun angga

ubahan APBD tahu

perkembangan 

sumsi kebijakan 

g menyebabkan 

anisasi, antara 

a, keadaan yang 

ahun anggaran 

nakan untuk 

aran  maka perlu 

un 2012 ; 

b. bahwa sehub

huruf a, perub

perlu ditetapka

ungan dengan ha

bahan APBD tahun

an dengan peratur

al tersebut pada 

n anggaran 2012 

ran daerah ; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 

Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku 

Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian 

Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku ( 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4747 ), jo. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi 

Maluku jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru 

Selatan di Provinsi Maluku ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 3688) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana yang 

telah diubah beberapa kali  terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438) ; 

11. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Partai Politik sebagaimana yang telah 
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diubah dengan                Undang – Undang 

Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Partai Politik ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaran Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090) ; 

13. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Perundang – Undangan 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712 ) ; 


